SALINAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 100.3.3/2/DPRD/IV/2026

TENTANG

REKOMENDASI
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan bahwa kepala daerah wajib
menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD);

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 20
ayat (1) menyatakan bahwa paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah harus melakukan Pembahasan LKPJ
dengan memperhatikan capaian kinerja program dan
kegiatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah
dan/atau  Peraturan Kepala Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan
juga merujuk pada Pasal 20 ayat (2) menyatakan
bahwa berdasarkan hasil pembahasan LKPJ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD
Memberikan Rekomendasi sebagai bahan dalam
penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan
tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun
berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah,
dan/atau kebijakan strategis kepala daerah;
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bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang
Rekomendasi atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun
Anggaran 2025;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7034);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5104);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 845);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2024 Nomor 66);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 67);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-
2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2025 Nomor 73);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun
2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 75);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).
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1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur,
tanggal 5 Maret 2026;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur, tanggal 15 April 2026;

MEMUTUSKAN :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur
memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cianjur Tahun
Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU disampaikan kepada Bupati Cianjur dengan
tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur
Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur Jawa Barat
sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, Bupati wajib menindaklanjuti dan
melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Cianjur.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 15 April 2026
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
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